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Abstract 

Land acquisition for public interest carried out by the government must be accountable to the parties that 

have been harmed, the responsibility is in the form of compensation for material and immaterial losses. 

The research method used by this journal is normative research. The results of the discussion of this 

journal are the government's responsibility in terms of land acquisition for the public interest of 

entrepreneurs, namely in the form of material compensation and immaterial damages based on Law 

Number 2 of 2012, Indonesian Assessment Standards (SPI) Number 204 of 2018 and other regulations as 

well as 6 (six) principles of land acquisition. The conclusion from the discussion of this journal is that in 

reality the government's responsibility for entrepreneurs in land acquisition for the public interest is only 

in the form of material compensation while non-physical or immaterial compensation has not been 

implemented, besides Law Number 2 of 2012 does not explicitly regulate immaterial compensation . 

Keywords: land acquisition; responsible; compensation 

Abstrak 

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang dilakukan oleh pemerintah harus bertanggung jawab 

kepada para pihak yang telah dirugikan, tanggung jawab berupa penggantian kerugian secara materiil dan 

immaterial. Metode penelitian yang digunakan oleh jurnal ini yaitu penelitian normatif. Hasil pembahasan 

jurnal ini adalah tanggung jawab pemerintah dalam hal pengadaan tanah untuk kepentingan umum 

terhadap wiraswasta yaitu berupa ganti rugi secara materiil dam immaterial yang didasarkan pada 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, Standar Penilaian Indonesia (SPI) Nomor 204 Tahun 2018 dan 

peraturan lainnya serta 6 (enam) prinsip pengadaan tanah. Kesimpulan dari pembahasan jurnal ini bahwa 

pada kenyataannya tanggung jawab pemerintah terhadap wiraswasta dalam pengadaan tanah untuk 

kepentingan umum hanya berbentuk ganti rugi secara materiil sedangkan non fisik atau immaterial belum 

dilaksanakan, selain itu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tidak mengatur secara tegas mengenai 

ganti rugi immaterial. 

Kata Kunci: pengadaan tanah; tanggung jawab; ganti rugi 

A. PENDAHULUAN 

Semakin berkembangnya zaman maka semakin berkembang juga pembangunan yang ada di 

Indonesia. Pembangunan ini dilakukan oleh Pemerintah di segala aspek kehidupan masyarakat agar 

dapat mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Bentuk upaya dari Pemerintahndalam 

rangkanpembangunan nasionalnadalah pembangunannuntuknkepentingan umum, 

sepertiipembangunan jalaniraya, pemukimanirakyat, pasaritradisional, ipembangunan gedungimall 
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dan lain-lainnya. Pembangunaninasional bagi kepentingan umum membutuhkan lahaniyang 

sangatiluas danipemiliknya jugaisangatibanyak. Untuk memenuhi kebutuhan tanah tersebut atau 

untuk memiliki tanh tersebut maka harus melakukan pembebasan tanahiyang 

pengadaannyaidilaksanakan denganimengedepankan atau dengan mengutamakan prinsipiyang 

terkandungidi dalamiUndang-Undang Dasari1945 danihukum tanahinasional. Dalam Pasali33 ayati 

(3) Undang-UndangiDasar 1945imenyebutkanibahwa bumi, airidan kekayaanialam yang terkandung 

atau termuatidi dalamnyaidikuasai olehiNegara danidipergunakan untukisebesar-besarnya bagi 

kemakmuranirakyat. Penjelasan dalam Pasal tersebutibermakna kekuasaaniyang diberikanikepada 

Negaraiatas bumi, airidan kekayaanialam yangiterkandung didalamnyaiitu meletakkan dan memberi 

kewajibanikepada Negaraiuntuk mengaturipemilikan danimemimpin penggunaannya, sehingga 

semua tanah yang berada diseluruhiwilayah kedaulataniNegara Indonesiaidipergunakan 

untukisebesar-besar kemakmuranirakyat (Harsono, 2008). 

Di Indonesia pengadaan tanah khususnya bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan 

umum yang dilakukan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah dilaksanakan dengan cara 

pencabutan hak atas tanah. Pengertian pengadaan tanah diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 

2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dimana yang 

dimaksud dengan pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti 

kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Pengertian pengadaan tanah dalam 

Perpresi148 Tahuni2015 PerubahaniKeempat atasiPerpres Nomori71 Tahuni2012 pengadaanitanah 

adalah suatu kegiatan menyediakanitanah denganicara memberiiganti kerugianiyang layakidan 

adilikepada pihak-pihak yangiberhak. Jika ditinjau pengertianipengadaan tanahimenurut ahliiyaitu 

menurutiMaria S.W. iSumardjono menjelaskan mengenai pengertianipengadaan tanahiyaitu suatu 

perbuatanipemerintahiuntuk memperolehitanah untukiberbagai kegiatanipembangunan, 

khususnyaibagi kepentinganiumum, yangipada pirnsipnyaipengadaan tanahidilakukan denganicara 

musyawarahiantara pihakiyang memerlukanitanah danipemegang hakiatas tanahidan pemegangihak 

atasitanah yangitanahnya diperlukaniuntuk dalam rangka kegiatanipembangunan (Sumardjono, 

2008). Berdasarkan pengertian pengadaan tanah diatas maka dapat disimpulkan bahwaiPengadaan 

tanahiadalah serangkaianikegiatan menyediakanitanah denganicara gantiirugi, adaijuga 

yangiberpendapat bahwa pengadaanitanah adalahisetiap kegiataniuntuk mendapatkanitanah 

denganicaraimemberi gantiirugi kepadaiyang berhakiatas tanahitersebut. Proseduriyang 

harusiditempuh yaitu dengan caraipelepasan atauipenyerahan hakiatasitanah, makaidalam 
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pelaksanaanipengadaanitanah untukikepentinganiumum, diperlukaniadanya suatuikegiatan yang 

intinyaidilakukan dengan suatu musyawarahidengan pemilikitanah untukimelepaskan 

hubunganihukum antaraiia dengan tanahiyangidikuasainya (Sutedi, 2006). 

Dalam pelaksanaanya pengadaan tanah untuk kepentingan umum ini sering menimbulkan 

sengketa dimana kebanyakan sengketa ini berujung tuntutan sampai ke Pengadilan. Isi dari tuntutan 

tersebut berisi tentang ketikpuasan atas ganti rugi yang diberikan oleh instansi kepada pihak terkait 

yang terkena dari pengadaan tanah. Ganti rugi yang diberikan oleh instansi yaitu ganti rugi secara 

materiil dan immaterial. Kebanyakan ganti rugi yang diberikan hanya secara materiil sedangkan ganti 

rugi secara immaterial atau non fisik jarang diberikan kepada pihak yang bersangkutan atas 

pengadaan tanah. Dengan adanya permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk menulis jurnal 

dengan berjudul “Tanggung Jawab Instansi Atas Kerugian Immateril Terhadap Wiraswasta Akibat 

Adanya Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum” 

Teori sangat penting untuk penelitian. Teori bisa digunakan untuk menjelaskan fakta dan 

peristiwa hukum yang terjadi. Untuk itu, orang dapat meletakkan fungsi dan kegunaan teori dalam 

penelitian sebagai analisis pembahasan tentang peristiwa atau fakta hukum yang diajukan dalam 

masalah penelitian Teori yang digunakan oleh penulis yaitu teori tanggung jawab hukum.Teori ini 

dikemukakan oleh Hans Kelsen dimana menurut pendapatnya tanggung jawab hukum yaitu 

seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul 

tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal 

perbuatan yang bertentangan (Kelsen, 2007). Sedangkan menurut hukum tanggung jawab adalah 

suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika 

atau moral dalam melakukan suatu perbuatan (Notoatmodjo, 2010). Teori tanggung jawab hukum 

digunakan oleh penulis untuk jurnal ini dengan membahas terkait tanggung jawab instansi atas 

kerugian immaterial akibat adanya pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Maka dengan 

diterapkannya teori tanggung jawab hukum pada pembahasan tersebut diharapkan penulis dapat 

menemukan sebuah pemikiran baru dengan cara menjelaskan hasil penelitian yang didapatkan di 

lapangan dengan mengimplementasikan teori tanggung jawab kedalam hasil penelitian dan 

menjelaskannya secara rinci dalam pembahasan. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis akan membahas permasalahan mengenai 

Bagaimana tanggung jawab instansi atas kerugian immateril terhadap wiraswasta akibat adanya 

Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum? 
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Jurnal yangiditulis olehipenulis merupakan jurnal yang asli dan dapat dipertanggung jawabkan. 

Untuk membuktikannya, maka penulis akan membandingkan dengan penelitian lain yang terkait 

dnegan judul jurnal ini yang mempunyai topic dan tema yang sama tetapi mempunyai fokus 

pembahasan yang berbeda. Penelitian pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh peneliti bernama 

Ika Karolina Octafionita dengan judul penelitiannya “Ganti Rugi Pembebasan Tanah Menurut 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk 

Kepentingan Umum”, dimana peneliti memfokuskan penelitiannya dengan membahas mengenai 

pengaturan pengadaan tanah untuk kepentingan umum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan kewenangan 

pemerintah dalam proses ganti rugi pengadaan tanah pada masyarakat (Octafionita, 2018). 

Penelitian kedua yaitu berjudul “Kebijakan Pemberian Ganti Kerugian Dalam Pengadaan 

Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum”, dengan nama peneliti Rahayu Subekti, 

diaman peneliti dlaam penelitiannya lebih memfokuskan pembahasannya mengenaiikebijakan 

pemberianiganti kerugianidalam PengadaaniTanah bagiipembangunan untukikepentingan 

umumi(Subekti, 2016).  

Penelitian ketiga dengan nama peneliti Putri Lestari dengan judul penelitian “Pengadaan Tanah 

Untuk Pembangunan Demi Kepentingan Umum Di Indonesia Berdasarkan Pancasila”, peneliti 

memfokuskan penelitiannya pada pengadaan tanah untuk pembangunan demi kepentingan umum di 

Indonesia berdasarkan Pancasila (Lestari, 2020). 

Dengan adanya penelitian-penelitian diatas yang mempunyai tema dan topik yang sama dengan 

jurnal yang ditulis oleh penulis ini tetapi mempunyai fokus penelitian yang berbeda dapat 

disimpulkan bahwa jurnal yang ditulis oleh penulis ini yang berjudul “Tanggung Jawab Instansi Atas 

Kerugian Immateril Terhadap Wiraswasta Akibat Adanya Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan 

Umum” dapat dipertanggung jawabkan keasliannya karena penulis hanya memfokuskan kepada 

Tanggung Jawab Instansi atas kerugian immaterial akibat adanya pengadaan tana 

untukikepentinganiumum. 

 

B. METODEiPENELITIAN 

Metodeipenelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah 

penelitian (Kadir, 2004). Metode penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan 

hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang akan 
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dihadapi (Marzuki, 2009). Metode penelitian yang digunakan oleh jurnal ini yaitu dengan penelitian 

normatif. Yang dimaksud dengan penelitian normative atau bisa disebut juga dengan penelitian 

hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka 

atau data sekunder belaka (Soekanto, 2009). Padaipenelitian hukumijenis normatifiini, 

seringkaliihukum dikonsepkanisebagai apaiyang tertulisidalam peraturaniperundang-undanganiatau 

hukum dapat dikonsepkanisebagai kaidahiatau normaiyang merupakanipatokan berperilakuimanusia 

yangidianggapipantas (Amiruddin, 2006). Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu sumber 

hukum primer berupa Undang-undang yang digunakan yang berkaitan dengan jurnal ini yaitu ada 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012,UUPA, dan lainnya, sumber hukum sekunder berupa hasil 

penelitian ataupun jurnal yang berkaitan dengan judul jurnal ini, bahan hukum tersier berupa kamus 

besar, ataupun media elektronik dan lain-lainnya. Teknikipengumpulan dataiyang digunakan dalam 

jurnal ini yaituistudi dokumen. Metode analisisidata yangidigunakan oleh jurnal ini untuk 

menganalisa atau menganalisis dan mengolah data yaitu dengan pendekataniUndang-Undang yaitu 

suatu penelitian terhadapiproduk-produkihukum (Nasution, 2008). 

 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tanggung Jawab Instansi Atas Kerugian Immateril Terhadap Wiraswasta Akibat Adanya 

PengadaaniTanah UntukiKepentinganiUmum 

Kegiatanipengadaan tanahimerupakan suatu perbuatan olehipemerintah untukimemperoleh 

tanahiyang digunakan bagi kepentingan umum yaitu dapat ditempuh dengan musyawarahiuntuk 

mencapaiikesepakatan mengenaiipelepasan hakidan gantiirugi sebelumiditempuhnyaipencabutan 

hak. Hasilidari musyawarahiinilah yangikemudian dijadikan dasar untukipembayaran gantiirugi. 

Gantiikerugian sebagaiisuatu upayaimewujudkan penghormatanikepada hak-hakidanikepentingan 

perseoranganiyang telahidikorbankan untukikepentinganiumum, dan dapat disebutiadil apabilaihal 

tersebutitidak membuatiseseorang menjadiilebih kaya, atauisebaliknya yaitu menjadiilebihimiskin 

dariikeadaanisemula (Sumardjono, 2007). Dalam pelaksanaan pengadaan tanah harusididasarkan 

padaiperaturan perundang-undanganiyang telahiada dan 6i (enam) prinsipidasar pengadaanitanah 

yaituu (Mertokoesoemo, 1985): 

1) Pengadaanitanah melaluiimusyawarah 

2) Sifatnyaihanya untukikepentinganiumum 

3) Pelepasaniatau penyerahaniHak AtasiTanah 
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4) PenghormataniHak AtasiTanah 

5) Pemberianigantiikerugian 

6) Sesuaiidengan rencanaiumum tatairuang.  

Prinsipidasar dari pengadaanitanah iniimenjadi panduaniwajib daniharus diterapkan 

padaiproses pengadaanitanah, jikaisalah satuisaja dariienam prinsipitersebut tidakiterlaksana 

makaitidakidapat disebutisebagai pengadaanitanah. Prinsipnyaisetiap pengadaanitanah wajibidisertai 

denganiganti kerugianiyang disepakatiidalamimusyawarah. 

Pengadaanitanah untukikepentingan umumiyang diselenggarakan atau yang dilakukan oleh 

Pemerintahiharus sesuaiidengan: 

a) RencanaiTata RuangiWilayah; 

b) RencanaiPembangunaniNasional/Daerah; 

c) RencanaiStrategis; 

d) RencanaiKerja pada setiapiInstansi yangimemerlukan tanahiPenyelenggaraan Pengadaanitanah 

untukikepentingan umumimemperhatikan keseimbanganiantara kepentinganipembangunanidan 

kepentinganimasyarakat, dilaksanakanidengan pemberianiGanti Kerugianiyang layakidaniadil. 

Penentuan ganti rugi harus adil bagi pemegang hak, agar tercipta keadilan dalam hal ganti rugi 

maka harus diterapkan kriteria tertentu secara objektif, denganistandar yangitelahiditentukan 

terlebihidahulu. Selain itu, dalam hal penentuaniakhir besarnyaiganti kerugianiharuslahidicapai atau 

dilakukan secaraimusyawarah antaraipemegang hakidan instansiiyang membutuhkan tanah tersebut. 

Untukibangunan, taksiran besaran gantiikerugian hendaknyaidenganimemperhitungkan biaya-

biayaiyang telah dikeluarkaniuntuk perbaikaniseperlunya, setelahidiumumkannyaipengadaan 

tanahitersebut. Kebijakanimengenai pemberianiganti rugi yang sebenarnyaitidaklah terbatasipada 

penggantianinilaiitanah, bangunanidan tanam-tanaman, tetapiijuga seharusnyaimeliputiipenilaian 

kerugianiyang bersifatiimmaterial danikerugian yangitimbul, sepertiikegiataniusahanya, akibat 

adanya perpindahaniketempatilain, jumlahipelanggan danikeuntungan yangiberkurang (Harsono, 

2004). Dalam pelaksanaan pengadaan tanah terutama dalam hal ganti kerugian pihak pemerintah 

lebih mengutamakan ganti kerugian secara materiil saja, pada kenyatannya para pihak yang berhak 

menerima ganti kerugian secara immaterial juga. Terkait dengan nilai ganti kerugian menurut UU 

Nomor 2 Tahun 2012 dapatidiartikan samaidengan NilaiiPenggantian Wajari (FairiReplacement 

Value). StandariPenilaian Indonesiai (SPI) Nomori204 Tahuni2018 yangimerupakanipembaruan 

SPIi306 tahuni2015. DalamiSPI No. 204 Tahuni2018, penilaianiganti kerugianimenggunakan 
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perhitunganiNilai PenggantianiWajar (NPW) iyang sebetulnyaidapat mengakomodasiiperhitungan 

materielidan immaterielidi antaranya yaitu kerugianiemosional (solatium) idan kerugianilainnya 

(Suntoro, 2019). 

NilaiiPenggantian Wajari (NPW), diartikan sebagaiinilai untukikepentingan pemiliki (value to 

theiowner) yangididasarkan kepadaikesetaraan denganiNilai Pasariatas suatuiproperty sesuai dengan 

yangiada diiSPI 204, denganimemperhatikan unsur-unsur yang berupaikerugian nonifisik 

(immaterial) yangidiakibatkan adanyaipengambilalihan hakiatas propertiiNilai penggantianiwajar 

iniidapat dipahamiisebagai Nilaiiyang didasarkanikepada : 

a) Kepentingan dari pemilik, yang dapatidiartikan manfaatiekonomi yangiberasal dariipenguasaan 

atauikepemilikan dariisuatuiproperti; 

b) Kesetaraanidengan nilaiipasar, yaitu merupakan salahisatu dasar dalamipembentukkaninilai 

denganimemperhatikan dataipasar; 

c) Propertiisebagaimana dimaksudisesuai denganiobjek pengadaanitanah berdasarkanidefinisiipada 

SPIiini; 

d) Unsuriluar biasaiterkait denganikerugian nonifisik; disebabkan karena adanyaiketerpaksaan 

bagiipemilik properti untuk melepaskan haknya. Kerugian fisik adalah kerugian lainnya seperti 

yang dimaksud dalam UU No. 2 Tahun 2012 pasal 33 huruf f berikut penjelasannya dan 

sebagaimana dimaksud dalam standar ini dan peraturan pelaksanaan lainnya; 

e) Kepemilikaniproperti, tidakiterbatas hanya dalam hal kepemilikanihakisaja, tetapi juga dapat 

diartikanipadaipenguasaan, pengelolaanidan pemanfaataniatas propertiisesuai yangidiatur oleh 

peraturaniperundangan yangiberlaku atauisesuai lingkupipenugasan yang telah disepakati. 

Sebagai contoh ganti kerugian karena pengadaanitanah yangidilakukan di Australiaidimana 

nilaiiganti kerugianiyang diberikan berprinsipipada kesetaraaniNilai Pasar (nilai fisik) idi tambah 

dengan nilaiikompensasi (nilai non fisik) iyang nominalnyaibisa mencapai sampaii2 (dua) ikali 

dariiNilaiiPasarnya. Tetapi di Indonesia belum ada aturan yang tegas terkait pengaturan ganti 

kerugian secara non fisik (Immateril) baik di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, Peraturan 

Pemerintah No 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan 

Untuk Kepentingan Umum dan peraturan lainiyang terkaitidengan pengadaanitanah 

untukikepentinganiumum. Ganti rugi yang ditentukan dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2012 yaitu dalam bentuk uang, tanah pengganti, permukiman kembali, kepemilikan saham 

dan bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak. Bentuk-bentuk ganti kerugian yag telah 
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ditentukan dalamiUndang-Undang Nomori2 Tahuni2012 tidak mengaturisecara tegasimengenai 

gantiikerugian non fisik atau immaterial. Ganti kerugian dalam Pasal 36 tersebut hanya ganti 

kerugian secara materiil, maka dalam pelaksanaannya pemerintah hanya memberikan ganti kerugian 

secara materiil kepada wiraswasta yang sekaligus menjadi pihak yang mana terkena pembangunan 

melalui pengadaan tanah 

Jika ditinjau denganiteori tanggungijawab hukumidimana menurutiHans Kelsenitanggung 

jawabihukum yaituiseseorang bertanggungijawab secaraihukum atasisuatu perbuatanitertentuiatau 

bahwaidia memikulitanggung jawabihukum, subyekiberarti bahwaidia bertanggungijawabiatas 

suatuisanksi dalamihal perbuataniyangibertentangan. Seseorang yang dimaksud disini adalah 

Instansiiatau Pemerintahiyang bertanggungijawab atasipengadaan tanahiyang dilakukaniuntuk atau 

dalam hal pembangunanibagi kepentinganiumum sepertiijalan tol, iJembatan, dan lain-lainnya maka 

pemerintah disini harus bertanggung jawab dengan cara memberikan ganti rugi kepada para pihak 

yang terkena pengadaan tanah dimana ganti rugi tersebut secara materill dan immaterial, tetapi dalam 

pelaksanaannya pemerintah hanya memberikan ganti kerugian secara materiil sedangkan ganti rugi 

nonfisik atau immaterial tidak di berikan maka dapat disimpulkan bahwa belum memenuhi dan 

menerapka teori tanggung jawab dalam pelaksanaan pengadaan tanah terutama pelaksanaan ganti 

rugi. 

 

D. SIMPULANi 

Berdasarkan hasil pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab instansi 

atas kerugian immaterial dalam hal ini pemerintah terhadap wiraswasta dalamikegiatan 

pengadaanitanah untukikepentingan umumihanya sebatas memberikan ganti kerugian secara materiil 

sedangankan kerugian secara immaterial kebanyakan tidak diberikan, pengaturan terkait ganti 

kerugian immaterial tidak diatur tegas dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan peraturan 

yang terkait dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Dalam penetapan nilai ganti 

kerugian harus didasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 denganiNilai 

PenggantianiWajar (FairiReplacementiValue). Pelaksanaan pengadaanitanah harus dilakukan 

berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, peraturan perundang-undangan yang 

terkait, dan 6 (enam) prinsip pengadaan tanah. 
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